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KOORDINASI STAF

Kepada Yth : Kepala Badan Keuangan Kota Bukittinggi

Dari . Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi

Tanggal : 23 September 2019
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Perihal . Mekanisme Pembayaran kegiatan Tunda Bayar Pekerjaan Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman Tahun 2018 pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019

L. Dasar

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019.

2. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukinan
Tahun Anggaran 2019.

3. Persetujuan Walikota Terhadap Telaah Staf Kepala Dinas Perumahan Permukiman dan
Kawasan Permukiman No. 900/65/DPKP-BKT/I-2019 tanggal 15 Januari tentang Mohon
persetujuan untuk dianggaran di Perubahan pembayaran kegiatan TA. 2018 yang menjadi tunda
bayar pada APBD Perubahan TA. 2019.

II. Persoalan

1. Belum adanya kejelasan mengenai mekanisme pembayaran dan penanggung jawab pelaksana
kegiatan tunda bayar sehingga dikuatirkan dapat mengakibatkan proses pembayaran menjadi
terlambat.

2. Dalam proses pengadaan yang bertanggung jawab dalam kontrak adalah PA KPA PPK yang

juga bertanggung jawab dalam proses pembayaran, namun kegiatan ini telah terjadi pada tahun

sebelumnya, sehingga mengalami keraguan bagi Pejabat pelaksana Tahun Anggaran 2019,

siapa yang bertanggung jawab dalam proses pembayaran kegiatan Tunda Bayar.

Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2018 yang menjadi tunda bayar dalam pelaksanaan fisiknya telah

terealisasi sebesar 100% dan hanya tinggal proses pencairan dana saja, namun dalam berita

Acara Pembayaran untuk tahun 2019 ini perlu penjelasan dan penegasan siapa yang

bertanggung jawab terhadap proses tersebut.

Ll

III. Pembahasan
1. Untuk mempercepat proses pembayaran dimohon bantuan saudara untuk membantu
menjelaskan dan menegaskan proses dan mekanisme pembayaran serta siapa yang bertanggung
jawab dalam proses pembayaran kegiatan tunda bayar Tahun 2018.

IV. Kesimpulan

1. Kegiatan TA. 2018 yang menjadi Tunda Bayar Tahun 2019 perlu segera kita percepat
pelaksanaannya sehingga tidak menimbulkan permasalahan dalam proses pekerjaan selanjutnya
dan proses keuangan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

2. Mohon Penjelasan dan penegasan saudara tentang mekanisme dan siapa yang bertanggung
jawab dalam proses tunda bayar kegiatan Tahun 2018 yang menjadi beban APBD-P Tahun
2019.

Demikian Koordinasi Staf ini kami sampaikan, atas kerjasama dan bantuannya diucapkan terima
kasih.
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